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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya
manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus
berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kabupaten Pontianak untuk menanggapi serta
mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari daerah lainnya dalam
memacu gerak pembangunan. Kabupaten Pontianak yang selama ini juga telah
mencanangkan struktur yang dikecilkan, namun harus memperbanyak fungsi telah memang
dilaksanakan seperti halnya pada Badag a Berencana Pemberdayaan Perempuant

A bidang pemberdayaan
rE dal Q.BKBPPPAPM dan
idak efisien h asi pemerintahan

dan selalu saja harus berp

n untuk dapat mela ?a (M@as secara
i fdiri deng ad YoNe

dan Pemdes dari
perempuan dan pe

nelaksanakan tugas lain yang oy
shiya Namun BKBPPPAPM dargl

tugasnya mogg JSah reToR akupe
dan Pemdes amba . figtan terampil

masyarakat saat
Kabupaten Pontia ggu-nunggu lagi.
Sejalan dengan pelSgsancammisia . tang Pemerintah
Daerah. Bila dihubungka yormor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prop|n5| Sebagai Daerah Otonom. Juga
dihubungkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah, maka perubahan ini perlu secara cepat disikapi oleh
Pemerintah Kabupaten Pontianak, yang tentunya menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk
melaksanakannya dengan baik dan seksama mungkin seiring dengan perubahan lingkungan
tersebut. Untuk mengadakan perubahan tersebut Pemerintah Daerah tidak bisa secara
langsung merubah SOPD yang ada, tapi harus terlebih dahulu mengadakan diagnosis
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terhadap unsur penunjang, pendukung dan pelaksaaannya berupa jumlah dan kwalitasnya.
Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut
seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan
tugas yang diemban. Dengan demikian kinerja (performance) merupakan tingkat pencapaian
hasil atau the degrees of accomplishment .

2. Ruang Lingkup Masalah

Fokus penelitian ini adalah deskripsi tentang kinerja dan factor-faktor yang
mempengaruhinya pada Badan Kelya encana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pemberdayagg
Kabupaten Pontianak.

3. Perumusan Masalg §
Berencana Pemig : & n& an Perllnm

APM) Kabupaten Pontianak

a Badan Keluarga
aan Masyarakat

Selanjutnya Griffiths (1959
I yang melaksanakan fungsi—

ngsinya sehari-hari. Organi
namun berhubungan dengan sistg

MI‘Aﬂ(am organls i aksanakan tugas

gaimana transaksi
organisasi dan institusi lain di

dan interaksi yang

lingkungan luarnya”

.Menurut teori yang dikemukakan Utomo (2000: 6 ) bahwa :

“Dengan demikian penjabaran lebih lanjut untuk kabupaten dan kota maupun propinsi

dalam mengatur  kelembagaan dan sumber daya manusia di dalam kerangka

reorganisasi, restrukturisasi, penciutan ataupun pengembangan perlu diperhatikan :

1. Kesesuaian dengan kebutuhan daerah (misi ataupun tuntutan masyarakat dan
kompetisi).
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2. Kemampuan keuangan (ril dan potensi serta tersedianya dana perimbangan).
3. Kemampuan dan kualitas SDM (mendasarkan job analysis-job spesification maupun
job classification).
4. Luas dan sempitnya daerah (sesuai dengan kondisi. Geografis, keberadaan daerah).
5. Tercapainya atau terjadinya kompatibilitas antar komponen atau fungsi.”
Selanjutnya dijelaskan pula oleh Numberi ( 5-6 ) bahwa :
“Dengan penataan kelembagaan, maka organisasi pemerintah harus semakin diarahkan
menuju kelembagaan yang semakin mampu, fleksibel, dan responsif terhadap
kebutuhan masayarakat yang Sg# ompleks dewasa ini. Memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan tgi an organisasi pemerintah diarahkan
i 2 n yang bercirikian :

1.

2. tLLLJFC

3. 0 a &@ &

4, rganization M
5. belajar (Learning Organizatith)
6. diisi jabatan-jabatan profesional

7 .

an pendapatan serta p
diberikan demi untuk kemand
ay masyarakat. Sehubungan d
Jndang Nomor 32 Tahun 2004 g
ely Badan KBPPPAPM dan P,

ksanaaan kebi8jakan daerah ‘.
R} Net working (jaringan kerja)

samping it
yang ada de

dalam pelaksanaan tugas o
2. Konsep Performance
Performance dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “The degree of
accomplishment” (Rue and Byars , 1981:375). Sering pula disebut tingkat pencapaian tujuan
organisasi. Penilaian terhadap performance atau disebut juga kinerja merupakan suatu
kegiatan yang sangat penting Penilaian dimaksud bisa dibuat sebagai masukan guna
mengadakan perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi pada waktu berikutnya. (Mac
Donald and Lawton , 1977). Apabila sebuah organisasi tidak menghasilkan keluaran berupa
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materi, performance juga sebagai sebutan bagi pengukuran output atau hasil dari organisasi.
Penjelasan tersebut dibicarakan oleh Stodgil dalam hubungannya dengan permasalahan
output organisasi. Menurut Peter Jennergren dalam Nystrom dan Starbuck (1981:43), makna
dari Performance (Kinerja) adalah “Pelaksanaan tugas-tugas secara actual”. Sedangkan
Osborn dalam John Willey dan Sons (1980:77) menyebutnya sebagai “Tingkat pencapaian
misi organisasi”’. Dengan demikian dapatlah disimpulkan yang mana performance (kinerja)
itu merupakan “Suatu keadaan yang bisa dilihat sebagai gambaran dari hasil sejauh mana
pelaksanaan tugas dapat dilakukan berikut misi organisasi”.

Untuk mengetahui bagaimana kiagsié ah organisasi banyak pendapat para pakar

produktivitas  untuk mene
mencapai tujuan. Namun

dikator yang diRe an selalu saja hanya tepat

digunakan bagi organ giasta yangeie tasi aelaka, hal ini tentunya
berbeda dengan org #5 eroI A e Mmkepada masyarakat
banyak tanpa mg n&;ﬂ ateri. Namun i Manan publik bagi
kesejahteraan e masyarakat untuk menuju $ ah

é90) mengusulkan ftiga konsep yang bi

okrasi publik, yaitu: onsiveness, responsibili

danya ketegangan,
oganisasi tersebut.

ntegration and (
orale / moral (moral)

pencapaian tujuan

» O i
“’@

at dan co

ian ini, penulis
tidak langsung berusaha
menyesuaikan deng oo
organisasi yang ada pada Termee e

Menurut Keban (1995), pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja
Pemda, yaitu pendekatan manajerial dan pendekatan kebijakan, dengan asumsi bahwa
efektivitas dari tujuan pemda sangat tergantung dari dua kegiatan pokok tersebut “Public
Management and Policy”. Pendekatan manajemen mempersoalkan hingga seberapa jauh
fungsi-fungsi manajerial pemda telah dijalankan seefisien dan seefektif mungkin.
Sasarannya adalah semua yang bertugas mengimplementasikan  kebijakan publik.
Selanjutnya Keban (1995) menggabungkan kedua pendekatan tersebut yang disebutnya
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dengan pendekatan moral/ethika, yang mana beliau melihat hingga seberapa jauh pemerintah
daerah menaruh perhatian terhadap aspek moralitas , yakni apakah pemda memperlakukan
pegawainya dan masyarakat umum atau golongan tertentu secara adil ? atau apakah pemda
memperhatikan internal dan eksternal ethik?. Apakah pemda cukup responsif atau tanggap
terhadap perubahan yang datang dari masyarakat. Adapun sasaran dari pendekatan ini
adalah gabungan dari dua pendekatan di atas.

Selanjutnya fungsi manajerial dapat ditinjau dari manajerial yang bertugas, berupa
adanya peningkatan dalam pemakaian manajerial skill, pemakaian sistem, dan prosedur kerja
yang lebih baik, peningkatan motivasi g™ |Losan kerja di antara pegawai atau aparat

I kinerja suatu
as pokok dan fungsi

o
wenurut pendapata (K
ca asil atau e

adan dapat diliha atu Badan
a sesuai dengan wak ~ i
an 1995) klnerja (perf

inerja organi
bsedur kerja, SIS

Bng sangat dominan
Kasus pada Kantor

gktisnya,  kompetensinya,
palamannya, sikap dan prilak

dan  informasinya, kelg
anya, kreativitasnya, moralitag

------

struktural men@ faktor yang#ebih menonjol
adalah persepsi §

‘ norm / demografinya,
tugas kelompok, d3 ohesﬁan Sanaan tugas atau
tujuan organisasi me AR-€ HSE hukum, tata kerja,
fasilitas dan lain-lain. Kan kemampuan administrasi,
yakni kemampuan organlsa5| untuk mencapai atau menyelesaikan tugas-tugas yang
didukung oleh struktur organisasi di samping lingkungannya. Seberapa jauh kemampuan
organisasi melaksanakan fungsi sangat tergantung pada tersedianya tenaga terlatih |,
resources dan tingkat kewenangan. (Katz, 1969:100).

Wright dkk ( 1996 : 188) , berpandangan bahwa, struktur Organisasi adalah sebagai bentuk
cara di mana tugas dan tanggung jawab dialokasikan kepada individu, di mana individu
tersebut dikelompokkan ke dalam kantor, departemen dan divisi. Struktur Organisasi
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hendaknya selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan publik dan lingkungan hal
tersebut bertujuan untuk terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang
cepat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini deskriptif yang dilaksanakan di Badan keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan
Desa (BKBPPPAPMPD) Kabupaten Pontianak .  Narasumber sebagai informan dalam
penelitian yang telah dituangkan berupa vl adalah Kepala BKBPPPMPD Kabupaten
epala Bidang 4 (empat) orang

epflitama a ini ad Mg DABoMan wawancara yang
ya % MUk diajukan kepada
'Xe:dr an yang aka g dengan teknik

m penelitian Qersifat kuallta a0 reduksi data,

erdayaan
Pontlanak

) baik ;an handal dari kinerja Rad

an dana anggaran yang cukup
rut Peraturan Daerah Kabupd
fentukan  Suasunan Organisa
i menyusun  dan

Dukungan atas Penyelenggaraan emerintah Daerah
dan Pelaksanaan

program keglatan yang drstse alK disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi bidang sehingga dengan demikian klnerja badan menjadi kurang baik.
Berdasarkan data-data yang telah dideskripsikan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan
dan diinterpretasikan bahwa, Kinerja BKBPPPMPD Kabupaten Pontianak masih tergolong
rendah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja ~ BKBPPPAPMPD Kabupaten
Pontianak

a. Profesionalisme
Orang-orang yang bekerja dalam organisasi diharapkan dapat bekerja dengan baik sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan secara profesional. Pegawai yang profesional dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi BKBPPPAPMPD Kabupaten Pontianak sangatlah
dibutuhkan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan
pelayanan yang prima kepada masyarakat. Profesional bagi BKBPPPAPMPD Kabupaten
Pontianak adalah merupakan kemaag®®gacoawai untuk bisa bekerja dengan baik

bertanggungjawab.
b. Kesungguhan Bekerja Hd
Dalam melaksang ] gS| : a0 kesungguhan dalam

amatan pen

m melaksana an pekerjaan 3
nghadapi pekerjaa @e 2
Ahal tersebut bukan sa

dllapangan namun leb

4 hanya bertah¢u
Aa  Bagian tel

enaan dengan P
agar pegawai lebihfbersungg
waktu berikutnya
pecara sungguh-sungg 3
ajinya selalu tidak sesuai dengan /3
pdten Pontianak. Apabila ada disp
dflalu disalurkan pada Kasubbig

durat dari atas (Kabag), setelah
hubungan dengan bidang keN@

menanyakannnya kembali.
hasil wawancara dengan
ebagai berikut : “Jam masuk dg
i sesuai dengan aturan yang ada, pgl3

Keadaan tersebut dapat
RPPPAPMPD Kabupaten Pontianak

dilakukan berdasarka atit lebih kreatlf dalam bekerja
sangat rendah pada diri pegawal BKBPPPAPMPD Kabupaten Pontianak. Berdasarkan
kemampuan dan mengonsep berbagai surat lebih banyak dilakukan kabid. Hanya
sebagian kecil pegawai yang mampu menafsirkan apa yang dikehendaki Kabid dalam
menanggapi surat-surat yang hendak diolah. Menurut Kabag dari hasil wawancara yang
dilakukan (30/05/2012), dari 8 (enam) orang Kasubbid yang ada, hanya beberapa orang
saja yang bisa diandalkan untuk dipercayakan melaksanakan pekerjaan tanpa harus ragu
dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan dari yang ada, hanya seorang saja
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yang mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan Kabag. Kemampuan
bekerja pegawai dalam melaksanakan tugas tidak harus selalu ditentukan oleh latar
belakang berpendidikan formal, tidak jarang seorang tamatan Sekolah Menengah Atas
akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik apabila yang bersangkutan telah dibekali
dengan ketrampilan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang
pekerjaannya.  Kursus maupun latihan yang berhubungan dengan bidang kerja
BKBPPPAPMPD Kabupaten Pontianak sesuai dengan yang diadakan oleh Bidang
Keluarga berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemberdayaan

eperti untuk bidang Keluarga Berencana

pegawai yan
ai denga uraian tugas y

gdang diembannya. § Dari

kemampuan beke peg:
dah, hal tersebut diseJabkan
m pelaksanaan tugasnya.

, Yyaitu pihak atasa
gjawab akibat dari adanya pembe

Nala Badan,Sekretaris, Kasubbag U
eluarga Berecan

sesuai dengan F

Dengan adanya : as

pelaksanaan tugas sema an tugas untuk dllaksanakan
kepada masing-masing Kapala Bidang dan Kepala Bldang langsung menyerahkan kepada
kasubid.

Tugas yang diberikan kepada kasubbid tidak semuanya dapat dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab. Acapkali tugas yang diberikan dibiarkan begitu saja,
sehingga masalah yang perlu mendapat tindakan secepatnya menjadi lamban. Seperti
adanya surat masalah tindakan lanjut hasil pemeriksaan yang berasal dari Itwilkab udah
hampir satu minggu, namun belum diolah oleh Kasubbid yang bersangkutan. Hal ini baru
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disadari oleh Kaban setelah dihubungi Bupati melalui telepon. Keadaan ini terjadi akibat
dari kelalaian pihak kasubbid yang bersangkutan, namun juga tidak terlepas dari
tanggung jawab Kabag. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab
Kasubbid dan Kabid terhadap pekerjaan yang ada.

Disisi lain ada Kasubbid yang tidak mengerti dengan tugas yang harus
dilaksanakan, namun tidak mau bertanya, mempelajari maupun melakukannya dengan
seksama, sehingga tugasnya dilakukan oleh Kasubbid lain. Dua orang Kasubbid yang
tidak respon terhadap tugas yang yang diberikan kepadanya menunjukkan kurangnya rasa
tanggung jawab terhadap tugas dan fus & bidang tugasnya. Selanjutnya ada porsi
i 3 f bagian tugas yang diberikan oleh
kabid. Dari sepuluh orang s abupaten Pontianak, enam di
antaranya staf . Tiga Qi : staf tersebut bertug operator komputer. Satu

i distrii -. staf administrasi dan
registrasi surat. g¥arg a Kasubbag. Hasil

Q § Apabila telah
ormat dan prosed

layak untuk
staf, dengan demikian Kasubbag mengel

bbag lebih
@ermatl tanggung jaw gawai Bagian Organisa; :
4 sfnya masih{s . £

n Fungsi
aI|5|s terhadap

ghsiplinnya para pegawai Oyf8
juga rendah, kare mampya
n latihan dalam bidgng tugas

fsa tanggung jawab p i
Appt  diinterpretasikan bdhwa f3

tugas, sedangka
a tidak didukung ol
hari-hari. Hal tersebut juga te
belaksanakan tugasnya.

BKBPPPAP Pontlanak tldak mem|I|k| R

<0 )

melaksanakannyg i -hagi. ’D Kabupaten
i j . diduku mj{Aﬁ i karena tidak
i i Agn, latihan sert aitan dengg as dan fungsinya
i j nalaksanka ASaClai=tng d BKBPPPAPMPD
Kabupaten Pontianak tida gepcnuh dalam bidang tugasnya.
Dengan demikian pegawai BKBPPPAPMPD Kabupaten Pontianak belum bekerja secara
profesional, sehingga menyebabkan rendahnya kinerja yang dilakukannya secara aktual

sehari -hari sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
BKBPPPAPMPD Kabupaten Pontianak belum memenuhi kebutuhan pegawai
menuju arah profesionalisme, keadaan tersebut mempengaruhi kinerja Badan KBPPPAPM

dan Pemdes menjadi rendah, sehingga tugas dan fungsi yang dilaksanakan sehari-hari secara
aktual belum optimal. Uraian tugas yang dibuat tidak memberikan keleluasaan bagi staf
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dalam membuat keputusan terhadap bidang kerja yang dilakukan, kewenangan masih berada
pada Kabid dalam membuat keputusan Bila ditemui permasaalahan yang harus diputuskan
dalam waktu cepat, keadaan ini sulit diatasi, tentunya mengakibatkan kelambanan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, pegawai BKBPPPAPMPD
Kabupaten Pontianak lebih banyak melakukan pekerjaan yang bukan merupakan tugas
pokoknya, uraian tugas yang pasti kurang berjalan baik. Keadaan ini membuat pegawai
bingung, karena tidak ada kepastian dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan uraian tugas.
HaI tersebut memungkmkan hanya seorgaeiiF®S8mai yYang mau mengerjakan suatu pekerjaan,

ian mempengaruhi
gas dan fungsinya

aturan. Ha
sehari-hari, yang rendah,
us yang diikuti

e dinas instansi

diikuti sehingga hanya al’ program Kkerja yang telah
ditetapkan sesuai dengan bldang masing-masing, sehlngga kemudian akan menyebabkan
rendahnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut
dibuktikan juga dari hasil penelitian aspek pembagian tugas yang belum jelas dan masih
terdapat tumpang tindih pekerjaan, begitu pula dari aspek kewenangan yang belum
sepenuhnya diserahkan kepada pegawai sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang
ada.Kemudian dilihat dari aspek koordinasi dengan Badan Kepegawaian daerah masih
belum terjalin dengan baik dibuktikan dengan belum adanya koordinasi yang dilakukan
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olen  BKBPPPAPMPD Kabupaten Pontianak dengan Bagian Organisasi dalam
penempatan dan penerimaan pegawai, begitu pula denga Itwilkab Pontianak juga masih
rendah koordinasinya. Masih adanya beberapa kasus atasu permasahan mengeenai hasil
pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas. Kondisi inilah menyebabkan
penilaian terhadap rendahnya kinerja karena kurang profesionalisme pegawai dan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi tidak sesuai dengan aturan dan uraian tugas yang
telah ditetapkan.

B. Saran
1. Perlu meningkatkan kmerja ¢ e Comggsikan segala ide yang ada, vyaitu

mengevaluasi program : s evan lagi dalam perkembangan
zaman, untuk it : kiranya BKBPP Kabupaten  Pontianak
g untu pr |a n yang OWgRSgakan yang benar-benar

dibutuhkan olg : lan perbaikan tugas
pokok dan i ‘dl sual dengan apkan oleh pusat
% engan demikian akan bisa d & foNga abatan secara
batan yang kosoflg, baik struktural &v
dministrasi yang benar sesuai dengan bidan

kurs,
mungKin maka pegawai
akan memiliki keterampilan méd

tugasnya sehari-hari.
BKD) dalam penempatan pege

. Sedangkan koordinasi dengd
atan perlu juga Kiranya susuRé
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